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Lampiran : -
Perihal : Buku Saku Pemeriksaan Kas

dan Penutupan Kas oleh Atasan Langsung.

Kepada Yth.

1.

Sebagaimana Saudara maklumi melalui INPRES No. 15 Tahun 1983, Pemerintah
telah menetapkan kebijaksanaan peningkatan pengawasan balk pengawasan oleh
atasan maupun pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional, yaitu dalam rangka
meningkatkan efektivitas pengendalian tiap pimpinan terhadap kegiatan pemerintahan
umum dan pembangunan.
Daam hubungan dengan usaha-usaha peningkatan efektivitas pengawasan atasan,
beberapa waktu yang lalu kami telah menyampaikan kepada Saudara sgjumlah buku
Saku Pemeriksaan Kas dan Penutupan Kas oleh Atasan Langsung untuk dibagikan
kepada para atasan langsung bendaharawan, para bendaharawan dan para pengawas
dari aparat pengawasan fungsional di Departemen/Lembaga Saudara. Buku saku
tersebut merupakan pedoman bagi para atasan langsung pada waktu harus
melaksanakan pemeriksaan secara mendadak terhadap bendaharawannya dan pada
waktu harus melakukan penutupan buku kas umum setiap akhir bulan.
Kewagjiban setigp atasan langsung bendaharawan untuk melakukan pemeriksaan kas
tercantum dalam pasal 40 dan 41 KEPPRES No0.29 Tahun 1984 dan sgak awal
tercantum dalam pasal 5 Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 26 September
1968 Nomor KEP-330/M/V/9/1968 tentang Pedoman Penatausahaan Kas Milik
Negara, Cara Pengawasan dan Pemeriksaannya. Adapun kewgjiban setiap atasan
langsung bendaharawan untuk menutup buku kas umum setiap akhir bulan tercantum
dalam pasal 9 Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 26 September 1968 Nomor
KEP-332/M/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Cara Mengerjakannya.
Sebagaimana ditetapkan daam SK Menteri Keuangan No. KEP-330/M/V/9/1968,
pengawasan dan pemeriksaan kas oleh atasan perlu diatur oleh masing-masing
Departemen/Lembaga dengan memenuhi  syarat-Syarat minimum seperti  tercantum
dalam SK Menteri Keuangan tersebut.
Dadam ha Departemen/Lembaga Saudara sudah memiliki pengaturan mengenai
pengawasan dan pemeriksaan kas oleh pimpinan Departemen/Lembaga atau para
pegawainya yang ditunjuk, buku saku yang telah kami sampaikan kepada Saudara
hendaknya dapat melengkapi pengaturan-pengaturan yang sudah ada mengenai
pengawasan dan pemeriksaan kas oleh atasan, terutama mengenai hal-ha baru dalam
buku saku yang merupakan usaha pemantapan efektivitas pengawasan atasan
terhadap pengelolaan kas.

Hal-hal baru tersebut adalah :

1) Keharusan Bendaharawan untuk membuat Surat Pernyataan Bendaharawan. Hal
ini merupakan sarana untuk mempertgam batas-batas tanggung-jawab
Bendaharawan pada pengelolaan kas (periksalampiran | buku kas).

2) Keharusan atasan langsung Bendaharawan melaporkan tindakan-tindakan korektif
yang telah dilakukan terhadap kekurangan administratif dan fisik yang dijumpai
pada pemeriksaan kas. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mengefektifkan
peranan atasan langsung Bendaharawan sebagai Pegjabat yang bertanggungjawab
dengan ketertiban dan keamanan pengelolaan kas oleh Bendahaarwan dan
merupakan saringan terhadap masalah-masalah di bidang pengelolaan kas yang
perlu diputuskan oleh Pgabat yang lebih tinggi. (periksa bab 1V halaman 21 dari
buku saku).

3) Keharusan atasan langsung membuat laporan khusus bilamana menjumpal adanya
tindak pidana dalam pengelolaan kas dan menyampaikan tembusan laporan
khusus tersebut kepada BPKP dalam rangka BPKP memonitor pelaksa naan
tindak lanjutnya oleh Departemen/Lembaga Saudara. (periksa bab V halaman 21
dan 22 buku saku).



6. Daam ha Departemen/Lembaga Saudara belum memiliki pengaturan mengena
pengawasan dan pemeriksaan kas oleh atasan, kami mengharapkan Saudara dapat
mengusahakan dalam waktu singkat penerbitan ketentuan dimaksud, sedangkan hal-
hal yang kami kemukakan dalam butir 4 di atas hendaknya dicakup dalam ketentuan-
ketentuan mengena pengawasan dan pemeriksaan kas oleh atasan.

7. Peningkatan efektivitas pengawasan kas oleh para atasan langsung ini mash perlu
dilaksanakan mengingat pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional terhadap
pengelolaan kas masih banyak menjumpal penyimpangan dalam penyelenggaraan tata
usaha kas, kelambatan penyetoran penerimaan anggaran ke Kas Negara dan
kebocoran-kebocoran kas.

8. Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian serta bantuan Saudara kami
mengucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TTD

Dis GANDHI
NIP. 060006034

Tembusan kepada Y'th. :
Bapak Menko EKUIN & WASBANG;
Bapak Menteri Kabinet Pembangunan 1V.




